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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembalian kerugian 
keuangan negara melalui uang pengganti serta mengetahui hambatan dan upaya yang 
dilakukan oleh jaksa dalam melakukan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang 
pengganti terhadap harta benda sitaan yang terintervensi kepentingan pihak lain.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data 
primer dan data sekunder. Dara primer diperoleh melalui wawancara dengan responden 
dan narasumber sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa  bahan hukum 
primer, sekunder dan bahan hukum tersier.  

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti dibagi 
menjadi tiga tahap yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap eksekusi. 
Hambatan yang dihadapi dalam melakukan eksekusi uang pengganti terhadap harta 
benda sitaan yang terintervensi pihak lain adalah pertama, barang bukti yang akan 

dirampas dan dibayarkan sebagai uang pengganti digunakan dalam perkara lain. 
Kedua, barang bukti yang akan dirampas dan dibayarkan sebagai uang pengganti 
dikuasai oleh pihak lain. Ketiga, penyitaan terhadap harta benda korporasi yang tidak 
memenuhi jumlah uang pengganti dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) masal. Upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut adalah pertama, jaksa eksekutor menunggu perkara yang meminjam barang 
bukti bernilai ekonomis inkracht. Kedua, melakukan mediasi terhadap pihak yang 
menguasai barang bukti yang dinyatakan dirampas dan diperhitungkan sebagai uang 

pengganti. Ketiga, memberikan jangka waktu tambahan kepada korporasi yang dijatuhi 
pidana tambahan uang pengganti untuk mengurus permasalahan pekerjanya sebelum 
akhirnya jaksa eksekutor melakukan eksekusi. 
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THE EXECUTION OF ADDITIONAL CRIMINAL PUNISHMENT OF 

COMPENSATION MONEY PAYMENT ON CONFISCATED WHICH 

INTERVENTED WITH INTEREST OF OTHER PARTIES 

Khairunnisa Pabelani3, Marcus Priyo Gunarto4 

ABSTRACT 
 

This study aims to understand the process of asset recovering state financial 
losses and to identify the obstacles in executing additional criminal sanctions for the 

compensation paid against confiscated assets affected by the interests of other parties, 
as well as the efforts undertaken by prosecutors to overcome these obstacles.  

This empirical legal research used primary and secondary data. Primary data 
was obtained through interviews with respondents and source persons, while secondary 

data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal 
materials. 

The process of recovering state financial losses through compensation paid is 
divided into three stages: investigation, prosecution, and execution. The obstacles faced 

by prosecutors in compensation paid for seized assets that have been intervened by 
other parties includes first, the evidence to be confiscated and paid as compensation 
paid is used in other cases. Second, the evidence to be confiscated and paid as 
compensation paid is controlled by other parties. Third, the confiscation of corporate 

assets subject to additional criminal sanctions in the form of compensation paid may 
cause the company to cease operations and result in mass layoffs. The efforts made by 
prosecutors to overcome these obstacles includes first, the executing prosecutor must 
wait for cases where the evidence of economic value is legally b inding. Second, 

mediation is conducted with the party controlling the evidence that has been declared 
confiscated and considered as compensation paid. Third, granting additional time to 
corporations subject to additional criminal sanctions in the form of restitution to resolve 
their employment issues before the executing prosecutor proceeds with the execution. 
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